
r

BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 2 TAHUN a005

TENTANG

PEDOMAN PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK
PEMERINTAH KABUPATEN PATI

BUPATI PATI

Menimbang : a.

Mengingat ': 1.

b.

c.

4.

5.

bahwa dalam rangka pemeraban pemilikan ternak,
peningkatan populasi ternak dan peningkatan kesejahteraan
pebni, Pemerintah l.fubupaten Fati telah menyebarkan ternak
dengan sietem gaduhan sapi bibit dan/ atau kereman sapi ;

lahwa dengan ditetaplcannya Keputusan Gubernur Jawa Tengah
Nomor 1 Tahun 2ffi4 tentang Pedoman Penyebaran dan
Pengembangan Ternak Pemerintah Propinsi Javrna Tengah, maka
Keputusan Bupati Pati tanggal I Mei z00z Nomor 33 Tahun zooz
tentang Pedoman Penyebaran dan Pengembangan Ternak
Pemerintah Kabupaten Pati perlu dltinjau lcembali ;

ba-hwa agar pelaksanasn penyebaran ternak pemerintah sebagai
salah satu sumber pendapartan Daerah dapat berdaya guna dbn
berhasil guna, maka perlu menetapkan pedoman penyebaran dan
pengembangan ternak Pemerintah Kabupaten pati dengan
Peraturan Bupati,

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan
Daerah - daerah lGbupaten dalam Lingkungan propinsi Jawa
Tengah ;

Undang-Undang Nomsr 6 Tahun 1SEZ tenhng Ketentuan-
ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan ;

undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tantang pembentukan
Peraturan Ferundang-undangan ;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tenhng pemerintahan
Daerah;

Undang.Undang Nomor 33 Tahun z0f, tentang perimbangan
Keuangan antara Pemerintrah Pusat dan PemErintahan Daerah ;

1"

3.



Menetapkan

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai
Daerah &onorn ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun ?0m tentang
Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah :

8. Surat Keputusan MEnteri PErtanian Nomor 417 tKpts / OT.21A I T
12001 tentang Pedoman Umum Penyebaran dan Fengembangan
Ternak;

S. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2004
tentang Pedoman Penyebaran dan Fengembangan Ternak
Pemerintah PropinsiJawa Tengah ;

l0.Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 4000 tentang
Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Pati ;

l l.Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 20 Tahun 2002 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun
2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah
Kabupaten Pati ;

I?.Keputusan Bupati Pati Nomor 17 Tahun 2003 tentang Uraian
Tugas Dinas-dinas Daerah Kabupaten Pati.

MEI'UTUSKAN:

PERATURAN BUPATI PATI TENTANG PEDOMAN
PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK PEMERINTAH
KABUPATEN PATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

PaEal 1

Dalam Peraturan iniyang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten pati 
;

2. Bupatiadalah Bupati PEti ;

3. Dinas adalah Dinas Pertanian dan PetErnakan Kabupaten pati 
;

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dEn Psternakan
Kabupaten Pati ;

5. Kas Daerah adalah Kas Daerah lkbupaten Pati;
6. Kawasan Peternakan adalah konsentrasi penyebaran dan

pengembangan peternakan !fiang terdiri dari beberapa lokasi
dalam satu wilayah Kabupaten ;



7. Wilayah Penyebaran dan Pengembangan Ternak adalah Euatu
kawasan yang potensial untuk penyebaran dan pengembangan
ternak yang t'erdiri dari satu Kecamatan atau lebih dalam satu
Kabupaten;

L Lokasi Penyebaran dan Pengembangan Temak adalah suatu
tempat di wilayah Penyebaran dan Pengembangan Ternak yang
terdiri dari satu deea atnu lebih dalam satu Kecamatan yang
diprioritaskan untuk Penyebaran dan Pengembangan Ternak ;

9. Kelompok Tani adalah KElsmpok Tani Ternak yang ditunjuk oleh
Dinas;

10. Peternak Penggaduh yang selanjutnya disEbut penggaduh adalah
peternak perorangan yang tergabung dalam wadah kelompok
yang berdasa*an suatu perjanjian tertentu memelihara tiernak
gaduhan;

11. Pola gaduhan adalah pola penyebaran temak Pemerintah baik
bibit maupun kerEman kepada peternak penggaduh yang
pengemhaliannya berupa ternak dengan sistem bergutir sesuai
dengan ketentuan ;

12. Temak Pokok adalah ternak bibit atau bakalEn yang diserahkan
kepada penggaduh untuk dikembangkan dan atau digemuklon ;

13, Ternak Bibit adalah ternak yang mempunyai kemampuan dan
persyaratan tertentu untuk dikembang biakkan dan abu digunakan
untuk menghasilkan ternak produksi ;

14. Ternak Layak Bibit adalah ternak yang memenuhi Etandart tehnis
ternak bibit yang diserahkan kepada penggaduh untuk
dikembangkan;

15. Temak Tidak Layak Bibit adalah ternak yang tidak memenuhi
standart tehnis Temak bibit ;

16. Ternak Kereman adalah ternak yang dipelihara untuk digemukkan
dan tidak untuk dikembang biakkan yang selanjutnya dijadikan
sebagaitamak potong:

17. Penyabaran Temak kembali ternak Pemerintah yang selanjutnya
disebut Redistribusi adalah penyebaran keturunan ternak layak
bibit yang berasal dari pengembalian penggaduh ;

18. Ternak Majir adalah ternak jantan/betina yang alat reproduksinya
tidak dapat berfungsi dan dinyaiakan majir oleh petugas yang
benrenang;

19. Penghapusan ternak adalah tindakan penghapusan ternak dari
administrasi penyebaran dan pengembangan ternak ;

20. Ternak Pemerintah adalah s€rnua temak yang bersurnber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah {APBD) Kabupaten
Fati serta ternak dari sumber dana lainnya yang pengelolaannya
diserahkan kepada Pemerinkh Kabupaten Pati berikut
keturunannya yang merupakan ternak setoran dari pola gaduhan ;

21. Panitia Penjualan Ternak Kereman yang selanjutnya disingkat
P2TK dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas ;

22. Panitia Seleksi Calon Penggaduh yang selanjunp disinglcat PSSP
adalah Panitia $elEksi Calon Penggaduh dibentuk berdasrkan
Keputusan Kepala Dinas ;

23. Panitia Penilai Kondisi dan l-{arga Ternak yang selahjutnya
disingkat PPKHT adalah Panitia Penilai Kondisi dan Harga Ternak
yang bertugas menilai ternak setoran dan berkedudukan di
Kabupaten dibentuk berdasarlen Keputusan Kepala Dinas ;



24. Pgnjtia Penjualan Ternak Bibit yang selanjutnya disingkat p?TB
adalah Panitia Penjualan Ternak Bibit yang ticiak laya[ bibit dan
aftir dibentuk berdasarkan Kaputusan Kepala Dinas;

25. Fanitia PEnilai Resiko Ternak pemeiintah yang selanjutnya
disingkat P2RTP adalah Panitia Penitai Resiko Ternik pemerintah
terhadap ternak yang mati, majir dan hirang dibentuk berdasarkan
Kepufusan Kepala Dinas;

26. Panitia Penghapusan Ternak pemerintah yang selanjutnya
disingkat P?TP adalah Panitia penghapusan Ternik pemerintah
dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas;

27. Fetugas adalah Fetugas Dinas yang berkedudukan di Kecamatan.

BAS II
PENYEBARAH DAN

PFNGEMBANGAN TERNAK

Pasal 2

Penyebaran dan Pengembangan Ternak Femerintah bertujuan untuk
membentuk kawasan petemakan, meningkatkan pendapakn
peternak, meningkatkan populasi dan produksi ternak dalam rangka
mernberdayakan masyarakat.

Pasal 3

(1) wilayah I lokasi Penyebaran ternak terkonsentrasi dalam $atu
kawasan berdasarkan hasil identifikasi serta sesuai dengan tata
ruang Kabupaten.

(2) Fenyebaran dan Pengembangan Ternak didukung sarana dan
pra$arana yang memadai serta memenuhi alqses lcetersediaan
modal.

(3) Lokasi Penyebaran Ternak ditetapkan dengan keputusan Kepala
Dinas.

Pasal 4

lotl*i Penyebaran Ternak harus memenuhi persyaratan sebagai
bErikut:

a.
b.
c.
d.
A

bebas dari penyakit herryan menular;
sesuai dengan sosial budaya masyarakat setempat ;
sesuaidengan Tata Ruang Kabupaten ;

didukung kelancaran dalam pemasaran ternak;
daya dr.rkung lokasi wilayah memadai.

Pasal 5

(1) $etiap jenis ternak.yang akan disebarkan harus eesuai dengan
lokasi penyebaran dan persyaratan teknis yang tolah ditentukaTr.



t2) $etiap jenis dan jumlah ternak yang alqan.dikemhangkan harus di

sesuailian denian daya tampung tokasi dan kemampuan

penggaduh datam memelihara ternak sebagai ternak unggulan

dilokasi yang bersangkutan'

BAB III
SELEKSI DAN PER$YARATAN

GALON PENGSADUH

Pasal 6

(1) Penggaduh ditetapkan melalui Keputusan Kepala Di1al
berdlsarkan hasil seleksi calan penggaduh alefr Panitia Seleksi

Calon Penggaduh (PSCP).

{2} PSCP ditetapkan cleh Kepala Dinas yang susunan

Ireanggotaannya terdiri dari Pegaufiai.di lingkungan Dinas yang

sesuaidengan tugas pokok dan fungsinya.

{3) Persyaratan Umum Calon Penggaduh :

a. mernpunyai tempat tinggal t*tap ;

b. sudair berkeluarga dan tidak menggantungkan hidupnya
pada orang tua atau orang lain ;

c. bersedia meniadi anEgsta kelompok ;

d. m€mpunyai pengalaman dan kahampilan sErtra kemampuan

memelihara dan memanfiaatkan ternalq ;

e. bersedia mengikuti petunjuk dan bimbingan teknis yang

diberilqan oleh Petugas Dinas ;

f. berbadan sehat dan berkelakuan baik.

BAg IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

(1) Hak penggaduh adalah :

a. penggaduh ternak bibit berhak memiliki ternak pokok dan sisa

keturunannya setrelah melunasi kewajibannya ;

b penggaduh ternak kEreman berhak menerima keuntungan

bagi- trasit sebesar 7A j5 (tuJuh puluh persen) dari

pertambahan barat badan ;

c. mamanfaatkan pupuk kandang dari hasil ternak yang

dipelihara;

d. penggaduh ternak bibit berhak menerima sebesar 7A %

itujun puiuh persen) dari harga iual ternak keturunannya (pola

bagi hasilanak) ;



e. penggaduh temak bibit berhat< menerima sebesar ?s g6 (dua
purluh lima persen) dari harga j*at temak pokok ya-g
dinyatakan afkir $etelah dipelihara 3,6 khun.

(2) Keruajiban Penggaduh adalah :

a. memahami dan menandatangani $urat perjanjian 
;

b, memelihara dongan baik ternak yang diterima ;

c. mengikuti petunjuk can bimbingan teknis yang diberikan oleh
Petugas Dinas;

d. menyerahkan sebagian keturunan ternak bibit yang dipelihara
sesuaidsngan surat p*ri*njian ;

e. menyerahkan ternak kereman yang dipelihara selarnbat-
lambatnya 12 idua beias) bufan-kepada' pemerintah untuk
dijual ;

f. F g; penggaduh ternak bibit wajib menyerahkan hasir
keturunan ternak brbit yang dipeliharbnya setilah berumur 4
- 6 bulan dan menyerahkan ternak pokok yang dinyatakan
afltir kepada pemerintah *elanjutnya ternak tersebui akan
dijuall dilelang ;

g. bagi penggaduh ternak sapi perah wajib menyerahkan
keturunannya sebanyak I (dua) ekor paling lambat ielama 0
tahun keBada psmerintah ;

h. segsrs melaperlran kepada petugas apah,ila $erjadi Eesuatu
terhadap ternak yang dip*lihara.

Pasal I
(1) Hak Pemerinkh :

a. menerima dan mengatur Redistribusiternak hasil setoran dari
para penggaduh seeuai dengan ketenfuan yang berlaku ;

b. menerima kembali.modal p_okok ditambah sebesar 30 % (tiga
puluh persen) dari perkmbahan berat badan{setenn aijuiD
tErnak kereman dan rnelaksanakan pembagian t 

"*itpertambahan berat badan {setelah dijua} ; sesuai ketentuan
yang berlaku:

c. menerima sebesar zF % {tujuh puluh lima persen) dari uang
hasil penjualan ternak pokok yang dinyaiakan a&ir untu[
selanjutnya disetor ke Kas Daerah ;

d, menerlma sebesar g0 % dari uang hasil penjualan ternak
keturunan temak bibit dengan rincian sebag-ai berikut :



1. $ebesar 15 t6 $ima helas persen) untuk Pendapatan Asli

Daerah KabuPaten'

z.$ebesar15%{imabelaspersen)untukoperasional
Dinas,

{2) Kewaiiban Femerinta?r adalah :

a. mernberikan modal berupa ternak blbit dan atau kereman

kePada Penggaduh ;

b. melakukan'-*p*mbinaun dan pengawasan terhadap

pengeiolaan ternak Pemerintah'

BAB V
TATA CARA PETS8TIfiSALIAN TERNAK

Pasal I
(1) Ternak tsibit yang diberih-an kepada nenggaduh adalah sapi,\./' 

r.*iu"", G*dinsl domba dan unggas dengan tata cara

pengembalian sebagai berikut ;

a. Faket ternak betina yang dikembangkan :

1. $eekor sapi dalam iangka wlktu 5 (lima) .bhun'
penggaguh unalib meng;mnalilcan keturunannya sebanyak

b tOr+ ekoi secara dengan ternak pokok yang

diterimanYa;

2'$eekorkerbaudalamlangkawaktu${delapan}tahun.,
psngg ad u h wa! i b meng-ern ba li ka n lqaturunannya sehanyak

, iJ**l ekor setaia dengan ternak pokok yang

diterimannya;

3.$eekorkambingdalamjangkawaktu2(dua).tahun,
p"n ggud uh waii6 men gem"balit<an ketu ru nannya sebanyak

i iJuul elcr sehia dengan ternak pokok yang

diterimanya:

4. $eeker domba dalam iangka waktu 2 (dua) hhun'
penggaduhwajibmeng*mbalikanketurunannya
senainyak 2 (duai ekor aetara dengan ternak pokok yang

diterimanYa;

5. Ternak ungga$ dalam iangka unaktu 2(dua) .tahun'
p"ng guU uh iifti ib mengem balikan kelu runa nnya. sebanyak

1 isaili patiet sehra dengan ternak polcok yang

diterimannYa;

6. Khusus paket ternak sapi perah jika penggaduh.T*i:^tiT:
1{satu)ekorbetinasiapkawinpenggaduhwajibsetorZ
tduai Jtor anak keturunannya setara dengan sapi yang

diterimannya dalam iangka waldu 6 {enam) '



b, Pola bagi hasilanak diatur sabagai berikut :

1. Penggaduh akan menerima seekor sapi umur 2 - 2,5
tahun;

2" $etelah sapi tersebutt beranak dan anaknya mencapai
urilur 4 - 6 bulan lalu diserahkan kepada P2TB untuk
diJual dengan rincian sebagaimana diatur dalam Pasal 7
ayat {1} huruf d dan pasalS ayat ('t} huruf d ;

3. $elanjutnya setelah induk sapi tcrsebut dipelihara 3 - S
khun, rnaka sapi tersebut dinyatakan ternak afkir,
kemudiaan setslah dinilai PPKHT ternak tersebut dijual
oleh P2TB"Hak Penggaduh sesuai dengan ketentuan
Fasal 7 ayat {'l} huruf e, sedanglran hak Pemerintah
sesuai dengan ketentuan Pasal I ayat (1) huruf c untuk
disetcr ke Kas Daerah.

Faket ternak jantan dan betina :

1. Sepasang sapi dalam jangka waKu 6 (enam) tahun,
penggad u h u.'ai i b rnen gernbal i ka n ketu runan nya sebanyak
3 (tiga ) ekor setara dengan ternak pokok yang
diterimanya:

2" Sepasang kerbau dalam jangka vualdu I {sembilan) tahun,
pengg*duh walib nrengembalikan keturunannya sebanyak
3 (tiga) ekor setara dengan ternak pokok yang
dit*riman!'a;

3. $epasang kamhing dalam jangie* vvaldrr 2 {dua} hhun,
pengggaduh wajib mengernbalikan keturunannya
sebanyak 3 (tiga) ekor setara dengan ternak pokok yang
diterimanya;

4. $epasang dornba dalam jangka waktu 2 (dua) tahun,
penggaduh wqib mengembalikan ksturunannya sebanyak
3 (tiga) ekor setara dengan ternak pokok yang
diterimanya;

5. Ternak unggas dalam iangka waktu 2 (dua) tahun,
penggaduh wajib mengembalikan keturunannya sebanyak
{ {satu} paket setara dengan temak pokok yang
diterimanya;

6. Khusus paket ternak sapi perah jika penggaduh menerima
1 {satu } ekor hetina siap kawin penggaduh wajib setor 2
(dua) ekor anak keturunannya setara d*ngan sapi yang
diterimanya dalam jangka walqtu 6 (enam) tahun.



(2) Penggaduh ternak Kereman sapi, kerbau, kambing dan domba
dalam jangka waldu selambat lambatnya 12 {dua belas) bulan
wajib menyerahkan ternak yang digaduh kepada Pemerinkh
untuk diiual.

BAB \II
REDISTRIBUSI TERHAK BIBIT

Pasal 10

(1) Ternak setcran dari para penggaduh diselek*i oleh PPKHT.

(2) PPKHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan olsh
Kepala Dinas yang susunan keanggotaannya tardiri dari
Pegawal di linglungan Dinas sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Pasal 1 1

(1) Berdasarkan Ferita Acara Penilaian PPKHT menetapkan ternak
setoran yang termasuk kategori layak bibit dan tidak layak bibit.

(?) Ternak setoran layak bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diredistribusikan kepada penggaduh lainnya yang memenuhi
persyaratan.

{3} T*rnak setoran tidak layak bibit sebagaimana dimaksud pada

ayat {1} dljual oleh P2TS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

t4) F2TB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh
Kepal* Blnas dengan susunan leeanggotaan terdiri dari Pegawai
di lingkungan Dinas seeuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 12

{1} Harga penjualan ternak setoran tidak layalt bibit adalah harga
setiap ekor dari maeing - masing ienie temak, berdasarkan
harga pasar yang herlaku pada saat penjualan.

(2) $etiap penjualan ternak $etoran tidak layak bibit harus dibuat
Barita Acara Peniualan oleh P?TE.

G) Hlukti s*tcran dan tserita Acara Peniualan disampaikan oleh
Kepala Dinas.

Pasal 13

Penggunaan uang hasil peniualan ternak setoran tidak layak bibit
ditetapkan sebagai berikut :



a. sehsar E0 % (delapan puluh persen) untuk Pendqpatan Asli

Daerah Kabupaden Pati disetor ke Kas Daerah oleh PEmegang

Kas selambat-lambatnya 1 (satu) y\aliz{jam pada hari keria ;

b" seb€sar t0 % {sepuiuh peffisn } untuk bisya seleksi lernak

setoran yang diatur dan dikelola oleh fqplF Dinas ;

c. sefeiar'l$b ( sepuluh pe6en ) untuk biaya redisfribusi temak

layak bibit, penjualan ternak tidak layak bibit, pernbinaan.l

rnlnitoring dan ailministrasiyang diatur dan dikelola oleh Kepala

Dinas.

BAB \NI
REDISTRIEU$I TERNAK KEREMAN

PaEal 14

(1) Penjualan Temak KEreman dilakukan oleh P2TK'

{2} P2TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, ditetapkan oleh

Kepala Dinas yang susunan keanggotaannya terdiri. dari

F"b"wai di lingkirngln Oinas sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya.

t3) Dalam melaksanakan tugas PzTK berhnggung iawab kepada

Kepala Dinas.

Fasal 15

(1) Penggaduh melalui Ke,tra/Pen9!rus KelomPok berkeruvajiban* 
merfimpaikan laporan kepada Petugas apabila temakqna

sudah layak ahu jatuh tempo untuk diJual.

(2) Petugas meneruskan laporan dimaksud pada ayat {1} kepada

Kepala Dinas.

(3) Kepale Dinas menugaskan -P2TK untuk menilai dan menjual

terirak kereman yana sldah layak atau iatuh tempo dengan

melibatkan Penggaduh.

t4 Penjualan ternak berdaearkan berat hidup dengan harga pasar

yang berlalqu Pada saat Psniualan.

(5) Penjualan temale secara bersamaan sekurang - kurangnya 10

(sepuluh) ekor guna memudahkan pengaumsan.

Pasal 16

Pembagian hasil peftambahan berat badan ternak kereman

ditetapkan sebagai berikut :

a. sebeear 70 % {tujuh puluh persen} merupakan bagian untuk
penggaduh;

b. L*niiar 15 % (lima belas persen) untuk Pendapahn Asli Daerah

Kabupaten;



c. sebssar 15 % (lima belas persen) untuk biaya opsrasionEl F2TK
dan Kas Kelompok, dengan pembagian sebagai berikut :

1. Sebesar 10 j6 (sepuluh penen) untuk PATK Kabupaten'

2. Sebesar ? % (dua persen) untuk PZTK Kemmatan.
3. Sebesar 1si (satu por$6n) untuk perangkai Kecamatan

4. $ebesar 1 %teatu persen) untuk perangkd DesalKelurahan

5. Sebesar 1% {satu persen} untuk }(as Kelcmpok.

Pasal 17

Tatacara Penyetoran hasil penjualan ternak kereman adalah :

a. Modal Poltok disetor Ke Kas Saerah :

b. sebesar 15 % {|ima helss per$en) dari hasil pertambahan berat

badan ternak kereman sebagaimana dimaksud dalam PaEal 16

huruf b, dlsetor ke Kas Daerah sebagri pendapatan Asli Daerah.

c. sebesarl5 % (lima belas pereen) dari hasil pertambahan hrat
badan ternak kereman seliagaimana dimaksud dalam Pasal 1S

huruf c, digunakan untuk biaya operasional FZTK Kabupaten'

Kecamatan, Peranglqt Kecamatan, Perangkat DesalKelurahan

dan Kas Kelompok.

d. penyetoran hasil penjualan ternak sebagaimana dimaksud pada

i'runit a dan huruf b selambat - lambatnya 1 (satu) kali 24 (dua

puluh empat) jam Pada hari keria.

BAB VIII
REsIKoDANPEHGHAPUSANTERhIAKPEMERINTAhI

Pasal t8

t1) Apabila Paket Temak Bibit atau Kereman yang dipelihara oleh

Penggaduh mati aku hilang bukln karela. k$alahan atau

kehi{ian penggaduh, mina Penggaduh bebas dari

tanggungjgwab untuk mengganti ternaknya.

(2) Dalam hal ternak majir bukEn karena kesslahan penggaduh

male penggaduh waiib menyerahlcan temak tersebut ltepada

FEmsrintah untuk dijual dan dari hasil peniualan tsrnak brsebut
penggaduh yang bersangkutan mendapat bagian sebesar 25 ah

i*uiFututr lima Bersen), sedangkan sisanya sgbesar 759f {tujuh

iuluh lima persen) dari harga ternak diserahkan kepada

Pemerintah.



Fa al 18

{1} Dalam keadaan memaksa dimana ternak harus dipotong paksa,
maka penggaduh waiib menyerahkan t*rnak yang beeangkutan
kepada Pemerinhh untuk diiual. Penggaduh mendapat bagian
sebesar 25% (dua puluh lima pereen), sedanglon sisa hasif
penjualan ternak potong paksa eebesar 75 % (tuiuh puluh lima
persen) diserahkan kepada Pemerintah.

t2) Dalam hal pahet ternak blblt yang dtterima penggaduh terjadi
penundaan penyetoran kehrrunannya yang bukan disebabkan
karena kesalahan pnggaduh, maka penggaduh diberi
kelonggaran waktu yang lamanya ditentukan sleh P?RTP yang
susunan keanggotaannya terdiri dari Pegawai di lingkungan
trinas sesuai dengan tugas pol*ok dan tungsinya yang dltetapkan
olsh Kepala Dinas.

Pasal 20

(1) Terhadap ternak mati, majir dan hilang yang menyebabkan
pelunasan t'ertunda, bukan karena kesalahan atau kelalaian
penggaduh ditetapkan sebagai rEsiko Temak Pemerlntah.

t2) Penetapan suatu kejadian yang merupakan suatu kesalahan,
kelslEian dan kesEngaJaan pengguduh ditEntukan dari PARTP.

Pasal 21

(1) Ternak yang mati, potong paksa, hilang, ternak pokok yeng
sudah lunas dan tarnak setoran tidak layak bibit yang
disebabkan bukan lrarana kgsalahan penggaduh harus dihapus
daridafur penggaduh.

(2) Penghapusan Ternak Pemerintah dapat dilaksanakan apabila
disertai kelengkapan administrasi sesuai dengan prosedur dan
ketentusn yang berlaku.

(3) Untulr melaksanakan penghapusan Ternak Pemerintah, perlu
dibentuk pzTF yang susunan keanggotaannya terdiri dari
Pegawai di tingkungan Dinas sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Pasal 22

{1} P2TP yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala DinEs
selanJ*nya melnkganakan pemedksaan kelengkapan
adminis$asi ternak yang alran dihapus dan apabila dipandang
perlu mElaksanakan pemeriksaan lapangan.

(2j Berdasarkan hasil pemeriksaan, maka P2TP menyampaikan
laporan kepada Kepala Dinas yang dituangkan dengan Berita
Acara Pemeriksaan.



(3) $esuai dengan Berita _Acara Pemeriksaan dari Panitia\-' penghapusari Ternak Pemerinbh, maka Kepala Sinal
setaiiutnya menetapkan Penghapusan Ternak Pemerintah

sebalaimana dimaksud dalam Pasal 21.

BAB IX
ADSNIN|STRASI DAN FELAFORAilI

Pasal 23

Panyerahan ternak dalam rangka penyebaran..ternak PemErirtah

dilakukan dengan Surat Peiianiian yang ditandatangani oleh

penggaCuh darlpernberi brnak eefh dilengkapi dengan Berlta Acara

$erah Terima.

Pasal 24

(1) Petugas menyampaikan laporan perkembangan tgmak

Pemerintah yang disebarkan ratiap bulan kepada Kepala Dinas

dengan tembusan kepada Camat setempat.

{2} Dinas rnengevaluasi laporan perkembale.an Ternak Pemerinhh

dari masing - mesing Kecamalan unfuk bahan penyusunan

laporan perkembangan Temak PemErintah.

BAB X
PEMBIN/AAN DAN PENGAWASAN

Pa$al 25

(1) Pelaksanaan Kegiatan Fenyebaran dan Pengembangan Temgk
FemErintah disJrahl€n din maniadi tanggungjawab Kepala

Dinas.

{2} Kepala Dinas t'rtanggungiryyal atas, blmbingan. dan

pengawasan teknis Penyebaran dan Pengembangan Ternak.

BAg XI
SANKSI ADMINI$TRASI

Pasal 28

Dalam hal paket tarnak bibit atau kereman yang dipelihara oleh

penggaduh mafi, maiir, dau patong paksl.karena kesalahan atau

i<etai;ian penggadulr-tetap waiib memenuhi ken*ajibannya sesuai

dalam perjanjian.



Fasal 27

(1) Apebila Benggaduh rnenjual atau menghilangkan temak
pernerintah dengan sengaja penggaduh b*rkewajiban
rnengembalikan ternak yang nilainya sebeear 1,8 {satu koma
lima) kali nilai ternak pokok yang diterimanya selambat
lambatnya satu bulan setelah kejadian.

(2) Apabila penggaduh mEnukarlcan ternak pemerintah tanpa seljin
petugas rnalqa penggaduh berlrewaJihan mengembalikan ternak
lrang nilanya sEbesar 't,5 {satu koma lima) kali nilai ternak pokck
yang diterimar:ya selambat - lambatnya satu bulan sdelah
k*jadian,

{3} Apabila penggaduh memindahtanganlran ternak pemerintah
tanpa acijin petugas maka temak dapat ditariktanpa ganti rugi.

Pasal 28

salam hal pcket ternak bibit yang diterima penggaduh terjadi
penundaan penyetoran keturunannya yang disebabkan karena
kesalahan penggaduh maka pemerintah berhak menarik kembali
ternak pokok dari penggaduh.

g,Ag xll
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

$urat Pe$anjien Fenyebaran dan Pengembangan Ternak PEmerinbh
yang sudah ada dan yang sedang berjalan Eebelurn dikeluarleannya
Peraturan ini t'etap berlaku sampai hak dan kewajiban di dalam $urat
Perjanj ian ter$ebut selesai dilaksanakan.

BAg XIII
KffEru?UAN PEITUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan ini, rnaka Keputusan Bupafi pati
tanggal I Mei 2002 Nomor 33 Tahun 200? tentang pedoman
Penyebaran dan Pengembangan Ternak Penrerintah Kabupaten pati
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

l-lal * hal yang balum dlatur dalam Fereh.lran ini sepanjang teknis
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasai 32

Pereturan ini rnulai berlaku pada tanggaldiundanglcan.



Dlundangkan di Pati
pada tanggal z?

SEKRETARIS

BERITA DAERAH IfiEUPATEN PATI
TAHUN 2OOSNOMOR A

.S"r setiap orang mengetahuinya, memErintahkan pngundangan
dengan penempatannya dalEm Berita Daerah Kabupaisn pati.

Dl$ahkan di Pati
pada tnnggal 27 Januean{ e0o5
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